
a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Kota Banjarmasin dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan eli Kota Banjarmastn;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a. perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sistem Dan Prosedur
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di
KotaBanjarmasin;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II eli
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nemer 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)

3·Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

WALIKOTA BANJARMASIN,

Mengingat

Menimbang

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERlNTAHAN DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR b7 TAHUN 2018

WALIKOTA B1\NJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN S;ELATAN



dengan Undarig-Undang N0IDor 9 Tahun 201~ tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006
Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (Lembaran
Negara, Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lernbarari Negara Republik Indonesia Nomor
489.0);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia nornor 6041};

7. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimaria
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubah.an Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah;

8. Perajrurari Menteri Dalarn Negeri Nomor '25 Tah.un 2007
tentang Pedoman Penariganan Pengaduan Masyarakat
Di Lingkungan Departemen Dalarn Negeri dan
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03./2008 tentang
Stan dar Audit Aparat Perigawasan Intern Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 20Q9
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas
Intern Pem.erintah;

11. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tah.un 2015 Nornor 2(36);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;

13. Peraturan Daerah kota Banjarmasin riomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Su.surian Perangkat
Daerah Kota Banjarrnasin (Lembarari Daerah Kota
Ba.njarrn aairi Tahun 2016 Nornor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin NOIDor40);



Dalam Peraruran Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
Walikota adalah WalikotaKotaBanjarmasin.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarmasin.
'Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin.
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerinrahan Daerah adalah
proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evahrasi, pemanrauan dan
kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan
pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk
rnenjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang
undangan.

8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai
kebenaran, kecerrnatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi insransi
pemerintah.

9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
rnemastikan bahwa kegiatan teraebut telab dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, stan dar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan,

10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
programy kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah,
akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan
pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan
pernerirrtah.an daerah.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KOTA BANJARMASIN.

Menetapkan

14. Peraturan WalikotaBanjarmasin Nomor 71 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan 'I'ata Kerja
Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarrnasin Tahun 2016 Nomor71);

'--' 2.

3·
4·
5·
6.

7·



12. Koordinasi pengawasan adalab proses pengumpulan data untuk
identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan .

.13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan
pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau
berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.

14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari
pelaksana urusan pemerintahan.

15. Obyek pemeriksaan atau disebut dengan obrik adalah pe1aksana
urusan pemerintahan eli Kota Banjarmasin yang meliputi Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Sekolah,
Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan. pemerintahan
lainnya yang rnenggunakan Anggaran Pendapatan dab. Belanja
Daerah (APBD)KotaBanjarmasin.

16. Urusan pemeriritahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap lingkatan dan z atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
rnemberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

17. Aparat Pengawas Intemal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pernerirrtah yang memiliki tugas pokok dan fungsi
melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP),lnspektorat JenderaJ, Inspektorat Provinsi
clanTnspektorat KabupatenjKota.

18. APIPDaerah adalah Inspektorat Kota Banjartnasin yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin untuk dan atas nama
WaJikotaBanjarrnasin.

19- Inspektur Pembantu Wilayah atau selanjutnya disebut Irbanwil
adalah Pejabat struktural yang membawahi wilayah kerja pembinaan
dan pengawasan pada instansi / satuan kerja eli lingkungan
Pemerintah Kota dan kecamatan serta kelurahan.

20. Pejabat FungsionaJ Tertentu adalah Auditor, Pengawas Pemerintah
Urusan Penyelenggaraan Pemeriritah Daerah dan Auditor
Kepegawaiandi lingkungan Inspektorat KotaBanjarmasin.

21. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
lnspektorat Kota Banjarmasin yang diberi Surat Perintah Tugas
untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

22. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku
Pengguna Anggaran

23- Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana
pengawasan untuk merighasilkan Laporan Hasil Pengawasan.



Pengawasan dilakukan melalui :
a. kegiatan audit;
b. reVIU;
c. monitoring;
d. evaluasi;

Pasal 4

BagianKesatu
Ketenruan
Umum

BABIII
PENGAWASAN

a. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perarrgkat Daerah
dilaksanakan oleh walikota Banjarrnasin dibantu oleh Inspektorat Daerah
Rota Banj.armasin dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring,
evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan
pengawasan lainnya.

b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan,
penganggaran, perigorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Pernerintahan Daerah.

c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah;
c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk

ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan,
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah; dan

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah

d. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip APIP
meliputi:
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan, keberhasilan kebijakan

serta pelaksanaan program dan kegiatan;
h. perneriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun perneriksaan

terpadu;
c. reviu terhadap dokurnen atau laporan secara berkala atau sewaktu

waktu dari Perangkat Daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya
~_ penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat

Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2



Pasal6
(1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hur'uf b

rneliputi:
a. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
h. reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
c. reviu pengadaan Barang dan Jasa;

(1) Kegiatan pemeriksaan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan kompreherisif terhadap
kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah,
urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan.

(2) Tim pemeriksaan berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan
tim terdiri dari :
a. pengendali mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas
melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokck-pokok
hasil pemeriksaan dan konsep Lapor'an Hasil Pemeriksaan;

b. koordinator penga:was yang clijabal oleh Inspektur Pembantu atau
sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam
mengkoordiriasikan pelaksan aan pemeriksaan, melakukan
monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh
pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;

c. pengendali teknis yang dijabat cleh Pejabat F'urigaiorial T'erterrru
bersertifikasi Pengendali Tekriis derigan tugas melakukan
pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu
atas proses perneriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua 'Tim dan
Anggota Tim;

d.ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungaional Tertentu dengan
jabatan minimal Ahli Muda atau Pejabat eselon IV
bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerik.saan. dengan
m.elakukan supervise pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan
reviu atas Kertas Kerja Pernerikaaan (KKP)AnggotaTim; dan

e. anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang
bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKPdanj atau
eselon IVdan / atau staf pendukung.

(3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pengawasan
Pasal 5

e. pemantauan;
f. bimbingan teknis;
g. koordinasi;
h. konsultansi; dan
L bentuk pembinaan. dan pengawasan lainnya.



Pasal9
(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e

meliputi :
a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
b. Pemaritauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

(2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai
Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat
Kota Banjarmasin atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.

(3) Kegiatan pemantauan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1)
dilaksariakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang
ditetapkan derigan Keputusan Walikota.

Inspektur deugan
diperlukan .dapat

Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh
memperlimbangkan kompetensi dan apabila
mengikutsertakan APIPlain.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimaria dimakaud pada ayat (I) dilaksanakan
ses'uai dengan Stan dar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

(2)

L fu~8

(1) Kegiatan. evaluasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf d
dilaksanakan tmtuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan
pemerintahan di daerah

Pasa17

(1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Iruruf e
dilakukan terh adap pelaksariaan perigawasan

(2) Walikota menugaskan Inspektur untuk melaksariakan kegiatan
monitoring.

d. reviu dokumen p'ererrcan.aan ;
e. reviu atas Reneana Kegiatan Anggaran dan
f. reviu terhadap dokurnen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu
dari Perangkat Daerah,

(2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan
mempertim.bangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat
mengikutsertakan APIP lain.

(3) Kegiatan reviu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1J diJaksanakan
sesuai dengan Standat Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.














